SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas
pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
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Mengingal

Menetapkan

—

. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 1992  tentang
Perkoperasian  (Lembaran  Negara Republik — Indonesia

Tahun 1992 Nomor 116)

o

. Undang-Undang  Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Nepara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4916);

w

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  MENTERI DALAM NEGERI TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN  SOSIAL  YANG

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH.
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Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2018, diubah sebagai berikut::

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Hibah  kepada pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan
kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya
berada dalam daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan
kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah
sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-
undangan.

(3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan
dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ diberikan
dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima
Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan
kepada:



badan dan tembagn vang bersitat nitlaba, auleareln
dan sostal yamy dibentule berdasarlan peraturarn
perundang undanyan,

badan dan Tembaga nirlabo, sularele don aosind v
telah memiliki surat keterangan terdadtar - yang
diterbitkan oleh Menteri, pubernur atau bupati/wali
kota;

badan dan lembaga nirlaba, sularela bersifont soniul
kemasyarakatan herupi leelompole
masyarakat/kesatuan — masyarakat hulam — adat
sepanjang  masih  hidup  dan sesund  dengan
perkembangan  masyarakat, dan keberadaannyi
diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah
Daerah melalur pengesahan atau  penetapan dari
pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja
perangkat dierah terkait sesuani dengan
kewenangannya; dan

Koperasi  yang  didirikan herdasarlkan  ketentuan
peraturan  perundang-undangan - dan memenuhi
kriterin vang ditetapkan oleh  pemerintah  daerah

sesual dengan kewenangannya,

(6) Hibah  kepada  organisasi  kemasyarakatan — yang

berbadan  hukum  Indonesia  sebagaimana  dimalesud

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d  diberikan kepada

organisasi  kemasyarakatan  yang  berbadan  hukum

yayasan atau  organisasi  kemasyarakaton  yang

berbadan  hulum  perkumpulan,  yang  telah

mendapatkan  pengesahan  badan  hukum  dari

kementerian yang membidang urusan huloam dan hak

asasi manusia sesual dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner



20 Ketentuoan Panal 7 ayvat () diubah mohiboggae bhovhuonyd

sebapad berlkat,

Pl ¢

(1) Hibah - Kepadn hadinn dane Jembope seboapadinana

dimakaud dalam Pasal 0 ayat (5) dibertkan denpan

perayaratan paling nedikit

o,

D,

menmthikd Kepenpuranan di doeraly domindlh

memtlki keteranpon domlabll darl loeahy/Kepalic dena
scetemput ataw sebutan lainnyag don

berkedudukan  dalam wilayah adimbndatiang
Pemerintah Dacrah dan/atau badan don lembaga
yang, berkedudukan  di Touar wilayah adiminiatran
Pemerintah  Daerah dalaom rangka menunjoany
pencapalan  sasaran progovan dan Kepglindan

Pemerintah Dacrah pemberd b,

(2) Hibah kepada organisasi kemuosyarakatan sebapadmana

dimaksud  dalam Pasal 0 ayat (0) diberlkan denpan

persyaratan paling sedikit:

.

Peraturan — Menteri  inl  mulal  berlaku

telah terdaltar panda kementeriaon yong membldangl
urusan hukum dan hok asast monusiag
berkedudulkan dalam wilnyah administrni
Pemerintah Dacrah yang bersanpkutan; dan
memiliki = sekretarlat (etop  di - doerah yang
bersangkutan,

Pasal 11

puda tanppal

diundangkan.

Dipindai dengan CamScanner



Agar setiap orang  mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 Januari 2019.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH
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